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Muda: Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Pada
Risiko Over-Indebtedness
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' Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
“Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
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Abstrak

Penchitan im dilakukan secara normatf sntuk melakukan anabisa terhadap perhndungan konsumen bags generssi muda
yang memanfatkan Buy Now Pay Later atau BNPL, sekaligus merumuskan strategi mitigas: risike over-imdebredness.
Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekoton vundis normatit melalui studi pustaka dan analisis regulasi
terkait. Hasil penelittan menunjukkan bahwa sccara keperdataan, keabsahan tansakst BNPL oleh pengguna di bawah
21 tahun atau belum memkah dapat dibatlkan sesuni Pasal 1320 KUHPerdata karena tidak terpenshimva syart
subyckuif kecakapan hukum (defwaamherd). Sclain masalah keabsahan, kemudahan akses teknologi dan fenomena
FOMO mendorong risiko berantai seperti over-indebredness, denda akumulatif, wanprestasi, dan pemburukan skor
kredit pada Sistem Layanan Informasi Kevangan (SLIK) OJK. Untuk mengatasi masalah teesebut, penelitian i
merckomendasikan tiga langkah mitigasi: penerapan doktrin sricd fabitiny dan vicarious liability otas praktik
irvesponsible fending, integrast data BNPL ke SLIK OJK sccara real-time untuk mencegah mueli-plagform borrowing,
serta penctapan batas Debi-to-Income Rario (DTI) yang khusus bagi segmen konsumen muda. Kesimpulannya, regulasi
BNPL di Indonesia perlu bertransformas: menuju pengnwasan berbasis risiko {risk-hased supervision) vang preventsf
guna menjamin periindungan hukum dan keberlanjutan finansial generasi muda.

Kata Kunci : Buy Now Pey Later (BNPL}, Generasi Muda, Perlindungan Konsumen, Over-Indebiedness

Abxtract

This xtudy aims ro analyze the legal status of the vourger generation and the risk characterictie s associated with Buy
New Pay Later (BNPL) transactivns in Indonesia. while foroudating risk  midigadion  stralegios agains? overs
indebiedness, The methodolagy empioved is @ normative legal research approach relying on literature veviews and
regrelaiorny analysiz. The findings indicate thay from a civil law perspective, the validity of BNPL transactions conducial
by wsers under 2! years of age ar unmarried is widable purewans to Article T320 of the Indonesian Civil Cade
(KUHPerdata) due to non-compliance with the subjective requirement of legal capacity (bekwaamheld). Beyond lezal
validiey, seamless technological access and FOMO-dviven consumerism frigger compounded financial risks, incfuding
over-indebtednes, defoult. cumuelative fines. amd edverse credit seoring within the Finuncial Services Authority’s (OJK)
Financial information Service System (SLIK). Ta mitigate these nisks, the study recommends three integrated steps: the
applicetion of strics fability and vicarious Nability doctrines qgainst irvesponsible fending, real-time integration of
BNPL data into SLIK OJK fo prevem: multi-plaiform boveowing, and the establisiment of tailored Debi-to-Income
(I211) ratio hrexhalds for voung consumers. Ulimately, BNPL regndasion in Indonexio must ransition fram a reaclives
sectoral approach toward preventive risk-based supervision o enswre conswmer proteciion and financial sustamability
for the younger geacration.

Keyward : Buy Now Pay Larer (BNPL), Young Generation, Concumer Pratection, (Over-lndehiedness

PENDAHULUAN

Buy Now Pay Later (BNPL) merupakan salah satu skema penyelamat dalam hal jawaban atas perkembangan jaman.
Kcberadaan BNPL dianggap scbagai suatu skema yang memudahkan kehidupan masyarakat dalam mengakses berbagai
macam aspek. Masyarakat dapat mendapatkan dan memenuhi kebutuhannya hanya bernmodalkan teknologi melalui
BNPL. BNPL seadiri dikenal dengan sstilah untuk menggambarkan Financial Technalogy (Finteck) yang meletakkan
konsumen pada situasi dopat memperoleh barang dan‘atau jasa teriebih dahulu dan kemudian boru akan melakukan
pembayaran dikemudian han. Pembayaran mi dapar dilakukan deogan skema cicilan maupun pembayaran sceara lunas
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sesual dengan ketentuan vang telah ditetapkan olch penyvedia layanan (Saragih, Zulinda and Abdurahman, 2026).
Artinya masvarakat dapat dengan mudah memenshi kebutohannya terlebih dabulu, baru kemudian melakukan
pembayarun sebagai kewajibannya. Sebagaimana vang diatur dalam Pasal 5 hurut (¢} Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjumya disebut UU Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen memiliki
kewajiban untuk melakukan pembayaran scsuai nominal yang telah discpakati.

Pemantaatan BNPL tudak serta merta mendatangkan manfant yang membantu masyarkat, tetapr juga memliki
dampak vang melekat dan tak terpisahkan scbagai konsckuensi pemanfatannya. Salah sate dampak hukum vang terasa
adalah berkennan dengan transparanst bunga yang tngg, denda keterlambatan senta kemungkiman tumpukan utang
yvang menjebak masyarakat tanpa adanya peosahaman techadap kontrak yang ada (Juwsa, Hamezash and S, 2025). Jika
melihat skema BNPL sebagar salah satu terobosan finrech, tentunya manfoat yvang dihadirkan sangat mendukung
kebutuhan penggunanya. Akan tetapi, schagal negara hukum, Indencsia juga tidak bisa melepaskan skema BNPL ini
hanva berlandaskan denpan kemanfiatan tertentu, Melalur tdak transparannya persoala bungn, denda dan kejelasan
kontrak, hal i tentunya skan mencidenn perfindungan konsmen yang benpung memmbulkan kerugian pada konsusmen
melalui aver-indeboiess. Jika merujuk pada Pasal 7 huruf (b) UU Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha harus
memberikan informasi yarg beoar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang danfjasa sccta memberd
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, Hal ini menandakan bahwa dalam pemantaaton BNPL, tidak bisa
penggmna hanya mengandalkan proses penggunaan yang cenderung cepat dan meninggalkan risko hukum yang timbul
dikemudian haritermasuk mengenal keberadaan bunga, denda dan kejelasan kontrak. Pengguna BNPL dalam
permanfaatan skema in: basanva bdak memabarmi secara detail s kontrak vang ada, termasuk juga mengenai bunga,
denda, mekanisme penagihan serta hak-hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna (Himmah and Suraji, 2026).

Penlaku pengguna dan budaya dalam pemanfaatan BNPL im1 vong terus menerus dilakukan dapat menimbulkin
peridaku over-indebredness. Perilaku ini dikatakan scbagai keadaan pengguna memiliki kewajiban terhadap utang-utang
vang swdah tidak sehanding dengan kemampuan fimnsialnya dalam memenubi kewaphan stang mi (Khaimn and
Apriang, 2026). Fenomena over-indebtedness ini menjadi meningkart seiring berkembangnya teknologi vang mendukung
perdaku  konsumtif pengguna BNPL. Mengutip dalam  (KompaxCom, 2026) Otoritas Jasa Kewangan (OJK)
memaparkan data per Januar: 2026 pembrayaan papdaser olch perusahaan pembiayaan tumbuh 71,13% secara whunan
mengadi Rp 12,18 Triliun. Data i menunjukan adanya peningkatan risiko masyarakar terjebak dalam utang vang
berlebih ataw over-indedredness. Oleh karcna itu. melalui penclitian ini penulis hendak melakukan kajian untuk
mengnnalisa perhindungan konsumen pada pemantatan BNPL yang bertujuan untuk membenkan solus: terhadap nsiko
overdndebtednesy. Selain e, nsiko oversindefiedness i akan difokeskan pala geners: muoda sehagin pengguna
BNPL. Hal ini dinilai sebagai bentuk mitigasi risiko yang tepat karena kalangan generasi muda adalah pengguna finvech
yang besar.

METODOLOGI PENELITIAN
Penelinan im dilakukan secar normanit, Penelitian nommatif merupakan penelitinn hukom yang meletakkan hukum
scbagai suatu sistem nomma, yang berupa asas-asas, norma-nomma dan kaidah dan perundangan, putusan peradilan,
perpmjian serla doktrin atau ajaren (Gunoardi, 2022). Penchtian i akan berfokus pada Kapan terthadap peraturan
perundang-undang terkait BNPL dan peelindungan koasumen, baik secars wnum maupun khusus pada peelindungan
konsumen jasa keuvangan, Adapun peraturan perundang-undangan utama yimg digunakan adalah Undang-Undang
Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sehagai lembaga
vang melskukan pengaturan din pengawasan terhadap keberndaan BNPL, Selain it juga akan memanfantkan

dokumen-dokumen hukn lsinnya seperti pegngaan BNPL sebagan pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Klasifikasi Hukum Generasi Muda dan Karakteristik Risiko Buy Now Pay Later (BNPL)

Dewasa ini, persoalan mengenar teknologi semakan pesat berkembang. Salah sate persealan muncal melalul
sektor jasa kenangin dengan skema By Now Pay Later (BNPL). BNPL dikenal sebagai salah satu skema pembayaran
kepada kensumen untuk kebutuhan kensumtif mercka vang akan dilunas: oleh pengguna scsuai dengan skema
pembayarn yang dipihhnya, Keberdaan BNPL dapat dikatakan sehagai sebuah jawaban atas pemenuhan kebuthan
masyarakal secars masil, Pengeuna BNPL dapat memenuii kebutuhannyz, baik yang bersifat mendesak manpun tidak,
melalui pembiayaan dari penyedia BNPL.

Generasi muda dapat dikatakan scbagai entitas vang turul serta memanfaatkan BNPL scbagai solusi dari
pemenuhan kebutuhan vang ada, Keberadaan BNPL mi mengalom: pertumbuhan di Indonesia yang dapat dilihat
melalui peningkatan jumlah pengguna yang sangat pesat dan juga melalui kemudahan akses yang ditawarkan olch
penvedia layanan BNPL dalam menciptakan paradoks dalam perilaku keuangan gencrasi muda. Hal ini tentunya selain
mendukung feksibilitas nansaal geneest mudis sebagar pengguna, keberadaan BNPL dapat meapadi dorongan perilaku
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konsumtf yang tidak terkendali (Multhazam, Yahya and Zulkarnain, 2026). Dorongan ini juga dapat menjad: salah satu
faktor vang menjadikan fenomena over-ndeltedness semakin menmgkat

Jika melihat posisi generasi muda sebagai pengguna BNPL. hal ini tentunya menjadi fokus yang menarik.
Kemampuan finansial yang dimiliki oleh generusi muda, tentunva tidak akon sama dengan generasi sebelumnva.
Mengutip dalam (Al Anf. 2026) ditcgaskan bahwa pengguna BNPL di Indonesia mengalami dominasi pada tingkat
genernst moda, melalui Generasi Z dan Milemal, Imy menandakan bahwa generasi muda memang memegang peranan
penting sebagai tombak pengguna BNPL. Batasan usia unwk generasi muda ini. melalui Gen Z melalui tahun 1997-
2012 dan Gen Malenial 198121996, Jika mebhat rentang usin mi, maks masih terdapat beberapa generass muda ini yang
belum mencapai batas usia dewasa mimmal sebagammana yang diator dalam hubum perdata, Sescorang dianggap
dewnsa ketika mencapas usio 21 tahun atou sudah menikah, Ketikn seseorang belum diangeap dewasa, maka perlu
dipertanyakan mengenai keabsahan wansaksi yang dilakukannya, Dalam pasal 1320 KUHPerdata, salah saw syarat sah
perpnpan adalah cakap, Seseorang dinnggap cakap secam hukum perdata bila telah mencapmi 21 tahun atau sudah
mentkah. Jika nsako i bdak tepenuhi, maka perjanpan yang dilakukan oleh pibak-pihak ini dapat dibatalkan. Hal im
menunjukan bahwa ketka sescorang belum dewssa, maka 1a belum sepenuhnya dianggap mampu mengetahui benar
atau salahnya perbaatan hukumnya.

Ketka generasi muda dihadopkan pada pemanfaastan BNPL ni, dapat meningkatkan risiko terjadinya
pemantantan secara berlebshan, Tindakan 1 kemudian bernjung kepada akumulast utang vang meningkal «can
signifikan (Putri ev af., 2025, p. 118). Sementara it, karakteristik risiko pemanfaatan BNPL pada kelompok ini sangat
dipenganihi oleh kemudahan sksesibilitas teknologe dan perilaku konsumtif tanpa pengawasan lnansial yang memadai.
Ristko utama vang timbul meliputi kerentanan terhadap jebakan utang (debr map), tingginva tingkat kemaceman
pembayarun {wanprestast), serta pengenaim denda akumulanf don biaya tersembunyi {hidden fees). Selain iy,
keterlambatan pembayaran pada fasilitas BNPL sccara langsung akan tercatat dalam Sistem Layanan Informasi
Keuangan (SLIK) OJK, yang berpotens: merusak skor kredit {crvdi? soare) genernst muda dan menghambat akses
mereka terhadap fasilitas pembiayaan formal lainnya di masa depan.

Sceara ke perdataan, posist hukum genecast muda dalam transaks: Suy Now Pay Later (BNPL) ditentukan oleh
tingkat kecakapan hukwn (bebveembeid). Berdasackan KUHPerdata dan regulasi OJK, syarat sah perjanjian
pembiayaan mengharuskan pengguna berusia mimimal 21 tabun atau sudah menikah. Penggunaan fasilitas BNPL olkeh
kelompok di bawah uwsia terscbut berimplikasi pada ketidakabsahan pecjanjian sccara hukum. Dari sisi risiko,
karakteristik akses BNPL yang serbacepat dan serbapraktis memicu perilaku konsumtif yang tdak seimbang dengan
kapasitas Ninanssal. Risiko berantan vang meagimtai meliputs ancaman vlang berlebih (over-indefiedness), akumulas
denda keserlombatan, hingga pencatatan burvk pada Sisem Layvonan Informas: Keuangan (SLIK) QJK yang dapat
merusak skor keedit masa depan mercka.

Oleh karena itu, intervensi dan perlindungan hukum bagi generasi muda menjadi hal vang sangat Krusial.
Kelompok usia i cenderung rentan terhadap  dorongan konsimensme  digital dan takbk  pemasamn vang
memanfaatkan fenomena psikologis seperti Fear of Missing Our (FOMO). di tengah tingkat literasi keuangan vang
belum matang. Tanpa reglementasi yang ketal—seperti venilikasi usia yang ketat, penmbatasan fmie keedit, serta
transparanst biaya  generasi muda berisiko mengalami kegagalan finansial dini, Perlindungan regulator hadir untuk
menjamin hak-hak konsumen muda dari praktuk pembiayaan yang memgikan, sekaligus menjaga kualtas sumber daya
manusia pada usia produktif agar tetap memiliki aksesibilitas terhadap pembiayaan strategis di masa mendatang.

Perlindungan Hukum Konsumen dan Mitigasi Risiko Over-Indebtness

Bahwa kemudahan akses kredit vang ditawarkan oleh layanan Buy Now Pay Later (BNPL) ndak serta-merta
dumbangi dengan kesiapan mitigasi ristke dan sis regulaton mavpun peny elenggans, Pertumbuhan pembiaysan BNPL
di Indonesia tercatat sangat agresif. di mana pembioyaan paylater dari perusahaan pembiayaan tumbuh lebih dori 54
persen sccara tahunan, scmentara pavlater perbankan wmbeh di atas 31 persen (ONN Indonesia, 2026). Peetumbuhan
yang eksponensil mi, apabila tidak ditkuts dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola nsiko yang memilai, berpotensi
mendomng genermsa muda yang secara umum memiliki pendapatan tdak tetap (non-fixed imcome) dan hterms
keuangan vang masih rendah terjebak dalam kondisi over-indebtedness atau jebakan utang berlebih. Bagian ini akan
menganalisis Lga aspek wtama: (1) tangeung jawab bhukum penyedis BNPL atas pesktik uresponsible lending, (2)
urgensi perlindungan preventif melalui integrasi data BNPL ke dalam Sistemn Loyanan Informasi Keuangan (SLIK)
QJK secarn real-time; dan (3) kebituhim revisi kebijakan tedknit batas maksimum Debt-to-Income Rato (DT1) khusus
bagi segmen konsumen muda.

Secara normatil, kerangka perindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia mulas dars Undang<Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK Nomor 22 Tabun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan
Masyarakat di Scktor Jasa Keuangan, hingga POJK Nomor 40 Tahun 2024 eatang Layanan Pinjam Meminjam Usng
Berbasis Teknologi Informasi telah mencgaskan bahwa perlakuan yang adil (feir treaiment) dan keandalan (reliabiliny)
produk merupakan prinstp yang wajib dipalankan oleh Pelaku Usaha Jasa Kenangan (PUIK), termasuk pemilnan
kelavakan (efigibiiiny'} konsumen sebelum produk kredit diberikan. Kegagalan PUJK dalam mencrapkan prinsip terscbut
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dapat berujung pada sanksi administratif berjenjang, mulai dart teguran teruls, denda administratif hingga RplS miliar,
pembekuan kegatan usaha, ssmpai dengan pencabutan izm nsaha {Ratuwalu, Komsatun and Dewayam, 2026).

Melalui perspekrif teori tanggung jawab hukum, terdapat dua landasan yang relevan digunakan untuk membedah
tanggung jawab penyedia BNPL. Pertama, prinsip strict fiability, vang mewajibkan pelaku usaha bertanggung jawab
atas kerugian yang timbul dari produk ataw jasanya tanpa perlu dibuktikan wsur kesengajaan, termasuk kerugian vang
lahir dan desain produk kredit stu sendirs, misalnya algonitma credit scormg yang secara sistemik menmkkan hmit tanpa
verifikasi penghasilan vang memadai (Ratuwalu, Komsatun and Dewayani, 2026).

Kedua, prinsip vicarious Kability yang menegaskan babwa peliko nsaha tetap bertanggung jawab atas akshat yang
ditimbulkan olch sstem maupan piliak yang bertindak untuk kepentingan basnisnya, tomasuk keputusan algoriumik
dalam menentukan besaran limit kredit. Kedua prinsip ini menutup celah bagr penyelenggara BNPL untuk berlindung di
balik argumen bahwa keputusan pemberian limit semata-mata merepakan produk otomatisas: teknologi (aufomatel
decision-making), sebab pada akhimya penyelengpam sebagmi badan hukum tetap menjads pthak vang merancang,
mengoperasikan, dan memperoleh keuntungan dan sistem tersebut,

Kajion (Martadikusuma, 2025) terhadap efektivitas kerangka hukum BNPL di Indonesia meaunjukkan bahwa
meskipun rogulas: klsh mencspkan prinsip transparans: dan mekanisme  peayelesaian sengketa, pada Lataran
implementasi masih ditemukon hambatan berupa dominasi klausula baku yang menguntungkan sepihak penyelengyara,
asimetri mformasi antara platform dan konsumen, serta rendahnya btemsi bukum dan kepangan masyarakat. Kondisi in
diperparah olch pesatnya inovasi model bisnis BNPL yang belum sepenuhnyva diimbangi oleh adaptasi regulasi,
schingga terbuka ruang bagt praktik pembenan kredit yang tdak proporsional techadap kapasitas bayar konsmmen.
Sejalan dengan temuan tersebut, (Siregar, 2026) dalam kajiannva mengenai rekonstruksi hukum ckonomi bagi tata
kelola BNPL menyimpulkan bahwa pengaturun BNPL di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum menginte grusikan
aspek transparanst aleonsma credif scoring, akuntabilitas penyclenggara, serta mekanisme pengawasan lintas sektor
secarn komprehensif, In merckomendasikan penguatan primsip respansible lending sebaga salah satn pilar utama
rekonstruksi regulasi. di samping harmonisasi aturan dan pengawasan berbasis risiko (sk-based supervision).

Konsckuenst hukum atas irresponsible lending juga relevan ditinpu dan perspekul perlindungan komsumen
interasional. Studi (Bagniewski, Kubiczek and Zuchowska, 2024), vang menyoret: bagaimana kemudahan dan
minimnya konsekuens: finansial yang dirasakan secara langsung (ehsence of immediate financial repercussions) pada
skema BNPL dapat mendoroag penggunaan vang tidek bertanggung jawab (irresponsible usege) dan menjeramuskan
konsumen ke dalam jebakan utang berlebih (excessive debt trap), Dengan demkian, tanggung jawab penvedin BNPLL
atas uresponsible lending semestings Gdak berhentt pada tataran kepatuban administeatsf semata, melainkan harus
dimaknas sebagai bagian dari tata kelola risiko yang berorientasi pada perlindungan kesejohteraon finansial konsumen
Jangka panjang, khususnya bagi scgmen gencrasi muda yang menjadi kelompok pengguna dominan sckaligus kelompok
dengan tingkat gagal bayar tertinggi.

Selam tangpung jwwab repressf yang bersifat pose-factum, perhndungan konsumen vang efektl’ menuntut adanya
mekanisme preventif vang mampu mencegah risiko scbelum kerugian timbul. Salah satu instrumen preventif paling
strateges yang dunibks QJK adalah Sistern Layanan Informast Kevangan {SLIK), yaitu sistem pelaporan nwavat kredin
vang memungkinkan penyelenggara jasa keuangan menilai profil nisiko calon debitur berdosarkan rekam jejak kredit di
seluruh industr jasa keuangan, Selain stu jugn OJK menyatakon rencana memasukkan data pinjaman online (pinjol) ke
dalam SLIK scbagai kelanjutan dari integrasi data paylater. dengan wjuan menderong disiplin pembayaran nasabah.

Namun demikian, persoalan mendasar yang masih dibadapi adalah kecepatan dan cakupan integrssi data tersebut.
Pertumbuhan simultan berbagai instrumen pembiayaan nonbank—pinjaman online. paylater, hingga pergadaian—yang
tumbuh puluhan persen secara tahunan menunjukkon bahwa konsumen, khususnya generasi muda, memiliki
kecendeungan untuk mengakses pembiayaan dari Iebih dan satu plaform secara bersamaan (mdivi-plaiform
borrawing), OJK sendiri mengankw bahwa SLIK dan data hintas platform menjadi kunct untuk mendeteks: pola
pemantaatan utang lintas-aplikasi tersebut sejak dini (CNN Indonesia, 2026). Apabila pelaporan data ke SLIK tidak
dilakukan secara real-time. melainkan berjeda (misalnva bulanan). moka terdapat celah wakwm (time lag) vang
memungkinkan scorang konsumen mengajukan dan mempereleh Limit BNPL dard beberapa platform berbedsa dalam
perinde yang berdekatan tinpa terdeteksi oleh sistern credit scoring masing-masing penvelenggara, Fenomena ini vang
oleh regulator disstilahkan scbagai risiko cksposur utang debitur akibat kepemilikan multi-akun BNPL, yang berkorelasi
langsung dengan risiko gagal bayar (Kilas Jatim. 2026).

Merespons risstko tersebat, OJK melalun Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaran Beh
Sckarang Bayar Nanti (BNPL)} menegaskon bahwa penyelenggara BNPL hanya dapat berasal dari bank umum dan
perusahaan pembiaysan yang wlah memperoleh pessetujuan OJK, scbagar langkah untuk memperkuat tata kelola dan
mekanisime mitigasi risiko industri (Kompas, 2025), Sebagm aturan turunannya, OJK juga berencana mengatur
kewnjiban bagi perusahaan pembiyaan untuk menerapkan  drtegr penpelolaan nsiko, termasuk  pembatasan
maksimum penggunaan platform olch satu debitur serta peningkatan kualitas ascsmen kemampuan bayar calon debitur
schelum pembaayaan dibenkan (Kalas Jatm, 2026). Kebjakan o merupakan langkah maju, namun efektivitasny a

sangat bergantung pada kecepatan dan keandalan sistem pelaporan data ke SLIK. Selama pelaporan riwayat kredit
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BNPL antarplatform belum tenintegrasi secara real-time dan lintas kategori pembiayaan (bank, multifinance. dan fintech
P2P lenhing), pembatasan multi-platform tersebut berpotenst tdak efeknfl karena sistem crechit sconng pada sate
platform tidak dapat segera membaca cksposur utang debitur yang timbul di platform lain.

Kajian (Multhazam, Yahya and Zulkamain, 2026), mengenai literasi keuangan digital dan perilaku konsumtf
generns 7 pada ern paylater turut menegaskan bahwa rsiko owrborrowing pada generass muda tidak semata-mata
discbabkan olch rendahnya literasi keuangan individu, tetapi juga oleh minimnva mekanisme sistemik yang mampu
mendeteks: akumulass utang hntas-platform secam dini. Dengan demikian, urgenst integrasi data BNPL ke dalam SLIK
secara real-time dapat dipahami sebagai peewujudan asas kehati-hatian (prudensiel principie) vang beesifat preventil,
sekaligus seboagal instrumen yang memberdayakan penvelenggara untuk menjalankon kewajiban penilaan kelayakan
debitur (credivworthiness essessmens) sccara akurat—bukan hanya berdasarkan data intemal platform. melainkan
berdasarkan gambaran utuh kondisi kevangan calon debitur ds <eluruh <istem jasa keuangan,

Aspek ketiga yvang menjadi sorotan dalam mitigast rissko oversisdebtedness adalah ketiadaan pengaturan eksphsat
mengenai batas maksimum rasio utang terhadap pendapatan (Debr-fo-fncome Rario/DTI) dalam kerangka regulasi
BNPL di Indonesta. Berbeda dengan produk kradit keavensional yang urmumnya telh mengenal instrumen DTI scbagai
parameter kelayakan pemburyoan, pengaturan BNPL saat im masth lebih banvak berfokus pada syvarat administranf
dasar, seperh batas usia mimmal 18 tahun dan svarat penghasilan mimmal tertenty vang mulai berlaku efektsf per 1
Januar 2027 {Desa Karangbendo, 2026). Pendckatan berbasis ambang penghasilan minimal {income threshold) semata
dinilas belum memadai untuk mencerminkan kapasitas bayar rul konsumen, sebab dua individu dengan penghasilan
nominal yang sama dapat memiliki kapositas cicilon yang sangat berbeda apabila salah satunya telah memiliki
kewajiban utang poda platform lain. Signifikansi persoalan ini semakin nyata mengingat karakteristik demografis
pengguna BNPL di Indonesia didominasi oleh kelompok usia muda dergan pendapatan tidak tetap (non-flved income),
seperts mahasiswa, pekerga lepas (freefancer), maupun pekerya informal. Data menunjukkan bahwa lebih dan «paruh
pengguna BNPL vang mengalami gagal bayar berasal dari kelompok usia 19 hingga 34 tabun (Desa Karangbendo,
2026). Kelompok me secara struktural rentan teriap Nuktuas pendapatan, sehingga penerapan DT genenk vang
disamakan dengan scgmen pekerja berpenghasilan tetap berpotensi tidak mencemminkan rsiko il yang dibadapi.
(Siregar, 2026) dalam rekomendasi rekonstrukst hukum éeonomi BNPL menckankan pentingnya pengiwasan berbasis
risiko (#sk-based supervision) yang mempertimbangkan karakeeristik segmen konsumen, alih-alih pendekatan satu
nkuran untuk sermua (ome-cize-fits-z ) dalam menentukan kelayakan penbayaan,

Bendasarkan ursian ersebat, penataan ulang kebijakan DT bagi segmen konsumen mudanon- fved jncome pecls
diarahkan pada beberapa hal. Pertama. penetapan ambang batas rasio DTI vang lebth konservatif dan terdiferensiasi
bagi debitur tanga slip gaji wtap, deagan mempertimbangkan volatilitas pendapatan sebagai faktor pengurang kapasitas
bayar vang diakui sccara cksplisit dalam pedoman penilaian kelayakan OJK. Kedua, kewajiban bagi penyelenggara
HNPL umtuk menghitung D11 secara komprehens:fdengan turut memperhitimgkan total kewaphan debitur pada seluruh
platform pembiayaan vang terdata dalam SLIK, bukan hanya kewajiban pada platform yang bersangkutan, schingga
selaras dengan agenda integrast data vang telah dibabas pada bagian sebelumnya. Ketiga, penguatan Xewajiban
verifiknsi penghasilan yang tidak semata bertumpu pada deklarasi mandini (self-declared income) calon debitur,
mengimgat praktik imi rentan dimanipulast dan menjadi salah satu stk lemah dalam proses credit scoring otomatis pada
platform BNPL. Keempat perlunya masa transisi dan mekanisme peninjavan berkala (periodic review) techadap limit
vang telah diberikan, khususnya bagr debstur muda yang kondis: kenangannya cenderung diramis, sehimggn it yang
pernah disetujui pada satu waktu tidak secara otomatis dipertahankan tanpa evaluasi ulang kapasitas bayar terkini.

Longkah pembaharuan kebijokan ini sejalan dengan arah kebpakan OJK melalui POJK Nomor 32 Tabun 2025
vang telah membuka ruang bagi penyelenggara untuk membatasi maksimum penggunaan platform scbagal strategi
pengelolnan n<ko {Kilas Jatim, 2026), namun perlu ditndaklanjut dengan norma yang lebih teknis dan terukur
mengenai formula perhitungan DTI itu sendirh Tanpa adanva batas kuvantitatif yang jelas, ketentuan mengenai
"penilaian kemampuan bayar" berisiko tetap bersifat nonmatit belaka dan sulit diimplementasikan secara konsisten oleh
scluruh penyelenggans, sebagaimana keittk yang disampaikan (Martadikuswma, 2025) terhadap lemahnya pengawasan
implementatif dalam ekosistemn BNPL di Indonesia.

Ketiga aspek di atas—tanggung jawab hukum atas iresponsible lending, wrgensi integrasi SLIK sceara real-time,
dan penataan batas DTI bagi segmen mudanon-fixed income—merupakan satu Kesatuan mitigasi risitko yang saling
menguatkan. Tanggung jawab hikum penyedia BNPL hanya dapat ditegakkan secarn efekul apabila didukung oleh
basis data kelavakan yang akurat dan real-time melalui SLIK. sementara integrasi data tersebut hanya akan bermakna
apabila discnai parancter kuantitaul yang jelas berupa batas DT1 yang proporsional tecladap Karakiensuk nsiko
generasi muda, Dengan demikion, penguatan doktrm responsible lending dalam ekosistem BNPL di Indonesia menuntut
pendekatan regulasi yang tudak lags bersifat sektoml dan reaktif, melmnkan terintegrasi, preventif, dan berbasis rsiko
scbhagaimana diamanatkan oleh perkembangan kerangka hukum perlindungan konsumen jasa keuangan terkini.
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KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan hukum generasi muda dalam transaks: Sy Now Pay Later
(BNPL) sccara keperdataan sangat ditentukan oleh tingkar kecakapan hukum (bebwaambieid). Berdasarkan Pasal 1320
KUHPerdata dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)., keabsahan perjanjian pembiavaan mensvaratkan pengguna
berusia minmnal 21 taben stae sudah menkah, Pemanfmstan BNPL oleh kelompok di bawah batas usia tersebut
berimplikasi pada ketidokabsahan perjonjian karena tidok terpenuhinya syarat subyektit kecakopan, sehimgga transaksi
dapat dibatalkan sceara hukum. Di sist Lain, kemudahan aksesibilitas weknologi dan dinamika perilaku konsumtil yang
didorong oleh fenomena psikologis sepertt FOMO memicu nsiko finansial kerantan, Karakteristik risiko utama yang
dihadapi generasi muda meliputi kerentanan terhadap jebakan utang berlebih (over-indebiedness). tingginya potensi
wanprestasi. pengenaan denda akumulatif. hingga pencatatan buruk pada Sistem Lavanan Informasi Keuangan (SLIK)
QJK yang berpotensi merusak skor kredit mereka di masa depan.

Untuk memitigasi nsiko tersebut dan memberikan periindungan hukum yimg efektf bagi konsumen muda
vang didominas: oleh kelompok berpendapatan tidak tetap (non-fived income), penataan kerangkn regulasi BNPL di
Indonesia menuntut tiga langkah utama yang terintegrasi. Perama, penegakan tanggung jawab hukum penyedia jasa
melalwi doktrin sericy liahility dan vicarious liebility guna mengantisspast prakvk  ivesponyible lending akibat
otomatisasi algoritma credir scoring. Kedua, percepatan integrasi data pembiayaan BNPL ke dalam SLIK OJK secara
real-time untuk mencegoh akumulasi utang lintas platform (muin-platform darvowing) yang tmbul akibat celah jeda
waktu pelaporan. Ketiga, reformasi kebijakan melalul penetapan ambang batas rasio utang terhadap pendapatan (Debi-
to-Income Ratio'DT1) yang lebih konservanf dan terdiferensinss hagr segmen konsumen mudi, disertin kewajiban
verifikasi penghasilan yang ketat. Dengan demikian, reorientasi regulasi BNPL harus bertransformas: dari pendekatan
sektoral-reaktifls menuju sistem pengawasan berbasas ristko (rick-fused sugnervision) yvang preventil’ demi menjammn
keberksnutan masa depan Mmansal genceasi muda.
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